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PRINSIP PENGELOLAAN ZAKAT MENURUT AL-QUR’AN
(KAJIAN PADA SURAT AL-TAUBAH [9]: 103, DENGAN METODE TAHLILI 
DAN PENDEKATAN FIQHY)
Muhammad Aziz

Abstract: The management of zakat in modern times, has made a significant development, especially Musim-majority countries. Of course, it requires a theological foundation, either from the Qur'an or Sunnah (Prophet tradistions). The fragility of theological foundation will lead to possible criticism from Muslims. This study will answer two questions, first; how is the interpretation of the principle of zakat management based on QS al-Taubah: 103? Second, how is the viewpoints ulema (Muslim scholars, especially engaged in Islamic jurisprudence/figh) in interpreting the verse?This study uses a qualitative approach by using a descriptive-comparative-analytical study, namely describing the ulema interpretations related to the Surah al-Taubah: 103, coparing the viewpoints of fiqh ulema and then analyzing it critically. The comparative study uses several scholarly arguments of fiqh ulema.

This study concludes that basically zakat management is something that is very vital in the process of utilizing zakat as one of the economic pillars in the public distribution. The essential principle which must be addressed in the zakat management is the managerial aspect and professional, effective, skillful human resources that are capable of dealing with the entire forms of utilization of zakat, and this system can only be done by an agency or institution that is powerful and able to reach the whole area of the poor.
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Pendahuluan 

Terdapat  beberapa perintah Allah untuk hamba-Nya di dalam Al-Quran yang disebutkan secara berulang-ulang. Di antara perintah itu setidaknya ada tiga amalan yang berhubungan dengan sesama makhluk (hablum minan naas) yang Allah wajibkan setelah amalan kepada-Nya (habblum minnallah) tertunaikan. Dalam hal ini menarik untuk disimak adalah kalimat yang digunakan dalam firman-Nya yang menggunakan kalimat majemuk setara. Ketiganya adalah beriman dan beramal shalih; tidak menyekutukan Allah dan berbuat baik kepada kedua orangtua; serta dirikan shalat dan tunaikan zakat. 
Di dalam al-Quran, Surat al-Muzammil: 20, terdapat penggalan ayat yang berbunyi:
وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ 
Allah SWT menerangkan zakat beriringan dengan shalat menunjukan bahwa zakat dan shalat mempunyai hubungan yang rapat sekali dalam hal keutamaannya. Shalat dipandang seutama-utama ibadah badaniyah, sedangkan zakat dipandang seutama-utama ibadah maliyah.
Zakat adalah bagian dari rukun Islam selain syahadat, shalat, shaum, dan haji. Setiap muslim pasti terikat dengan kewajiban untuk menunaikannya. Zakat menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya Syariat Islam. Maka semestinya zakat adalah istilah yang begitu akrab di kalangan umat Islam, mengingat setiap tahun minimal ibadah ini wajib ditunaikan dalam bentuk zakat fitrah di bulan Ramadhan. Rasulullah Muhammad saw bersabda:
عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضى الله عنهما قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بُنِىَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، وَإِقَامِ الصَّلاَةِ ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ، وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ
Dari Ibnu Umar r.a. berkata: Rasulullah SAW bersabda, Islam dibangun di atas lima dasar: bersaksi bahwa tidak ada tuhan kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, membayar zakat, menunaikan ibadah haji, dan puasa Ramadhan.

Zakat juga merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia.Seluruh ulama Salaf dan Khalaf menetapkan bahwa mengingkari hukum zakat, yakni mengingkari wajibnya, dapat menyebabkan pelakunya terkena hukum kufur. 

Kewajiban zakat dalam Islam telah tegas ditentukan, selain pentingnya pembagian kepada mereka yang mempunyai hak pada harta zakat. Untuk memuliakan dan mengkhususkan zakat, para ahli fiqh mensyaratkan adanya niat dalam melakukannya. Sebab zakat menggabungkan antara sarana, tujuan, dan gerakan pengembangannya. Ketika zakat dipercayai sebagai kewajiban bagi si pemberi, maka tidak diperbolehkan baginya untuk menghidar dari kewajiban tersebut kepada yang lain.

Hal itu disebabkan zakat merupakan hak Allah SWT. Tidak boleh ada pilih kasih bagi orang yang berhak menerimanya, dan tidak boleh bagi manusia untuk mencari manfaat dan kepentingan dengan zakat, atau untuk menghindari satu madharat, dan tidak pula ingin melindungi hartanya dengan zakat atau menutupi tanggungan. Namun wajib bagi muslim untuk menunaikan zakat kepada orang-orang yang berhak, karena mereka pemiliknya, bukan untuk tujuan yang lain. Dengan penuh kerelaan dan ikhlas karena Allah dalam menunaikanya, hingga gugur kewajibanya dan berhak atas limpahan pahala dan pengganti dari-Nya.
Oleh sebab itu, zakat harus dikelola dengan baik, dengan pengeloloaan zakat yang baik dan bertanggung jawab, zakat sebenarnya mampu menjadi sumber dana yang potensial yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Untuk itu, diperlukan pengelolaan zakat secara profesional dan bertanggungjawab yang dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah. Dalam kaitan tersebut, pemerintah berkewajiban memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan kepada muzakki, mustahiq, dan kepada lembaga pengelola zakat. 

Namun permasalahannya adalah hingga saat ini kesadaran umat untuk menunaikan zakat masih sangat rendah. Meskipun pada tahun 2007 silam pernah dilakukan survei mengenai kesaradaran dan kapasitas masyarakat Indonesia dalam membayar zakat yang telah meningkat dibanding tiga tahun sebelumnya, tetapi persentasenya masih kecil. PIRAC (Public Interest Research and Advocacy Center) sebagai lembaga yang meneliti mengenai “Potensi dan Perilaku Masyarakat dalam Berzakat” pada akhir 2007 tersebut menyatakan bahwa 55% masyarakat muslim yang menjadi responden sadar mengakui dirinya sebagai wajib zakat (muzakki). Jumlah ini telah meningkat 5,2% dibandingkan survei sebelumnya (2004) yang besarnya hanya 49,8%.
 Itu artinya, jumlah umat Islam yang sadar zakat baru setengahnya dari total jumlah umat Islam Indonesia.
Padahal dalam konteks ke Indonesiaan, potensi zakat sangat besar sekali, yaitu mencapai 217 trilyun rupiah. Hal ini berdasarkan hasil kajian yang dilakukan Asian Development Bank (ADB) dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Menurut Ketua Umum BAZNAS, Didin Hafidhuddin, dana sebesar itu tentu bisa sangat bermanfaat untuk mengatasi berbagai masalah kemiskinan dan ketimpangan sosial di negara ini (m.koran-jakarta.com, 19/8/2011). Pada tahun 2009 dana zakat yang dikelola BAZNAS sebesar Rp1,2 triliun, naik menjadi Rp 1,5 triliun tahun 2010 dan naik lagi menjadi Rp 1,7 triliun tahun berikutnya, 2011. Menurut Ketua Umum BAZNAS, Didin Hafidhuddin, zakat dapat digunakan untuk memotong mata rantai kemiskinan. BAZNAS mempunyai banyak program kepedulian yang bukan saja bersifat konsumtif, namun juga produktif (rmol.co, 15/7/2012). Lebih lanjut, Didin Hafidhuddin meyakinkan bahwa zakat bisa menjadi solusi dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia (beritabogor.com, 15/12/2011).

Tampaknya kesadaran berzakat inilah yang menjadi pembeda utama antara masyarakat di masa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz dengan kondisi rakyat Indonesia saat ini. Selama ini, dalam benak masyarakat muslim yang dimaksud zakat yang utama adalah zakat fitrah. Sementara zakat maal (zakat harta) belum terinternalisasi dalam kehidupan umat Islam secara menyeluruh. Kedangkalan pengetahuan ini menjadi penyebab pertama lemahnya kesadaran berzakat di kalangan umat Islam sehingga perolehan zakat selama ini sangat minim.
Selain itu, komitmen untuk mengeluarkan zakat yang masih rendah juga menjadi penyebab. Bisa jadi umat Islam sebenarnya sudah paham untuk mengeluarkan zakat dari harta yang mereka miliki, namun belum memiliki komitmen kuat untuk menunaikannya. Sebuah komitmen untuk menjalankan ajaran Islam dengan sempurna. Padahal, perintah zakat dalam Al-Quran selalu didahului dengan perintah shalat. 

Ini menunjukkan bahwa posisi zakat dalam Islam sangat diutamakan. Penyebab lainnya adalah kurang profesionalnya pengelolaan zakat di Indonesia. Tidak jarang kita temui para amil zakat hanya dibentuk ketika menjelang Idul Fitri. Itupun sering kali hanya untuk menangani zakat fitrah. Sementara pengelolaan zakat maal masih sangat kurang dipahami masyarakat pada umumnya. Penyaluran zakat bukan dengan cara memberikan ikan yang bisa langsung dimasak namun bagaimana mendayagunakan kail sehingga bisa mendapatkan ikan yang lebih banyak. Peran inilah yang seharusnya menjadi ‘ruh’ dalam menyalurkan zakat, yakni memberdayakan masyarakat.

Lebih lanjut Wahtini menjabarkan, ada beberapa kemungkinan kurang efektifnya penyaluran zakat. Pertama, penyebaran yang tidak merata. Sering kali amil zakat ketika menerima zakat dari para muzakki akan menyebarkan ke daerah di sekitar mereka tinggal saja. Sementara daerah lain yang agak jauh dari jangkauan sering tidak mendapat perhatian. Padahal potensi zakat antara satu daerah dengan daerah lain jelas berbeda. Hal ini mengakibatkan penumpukan atau kekurangan penyaluran zakat di daerah-daerah tertentu.
Kedua, dari ketidakmerataan penyaluran ini bisa menyebabkan kurangnya kepercayaan masyarakat untuk menyalurkan zakatnya lewat lembaga penyalur zakat. Mereka menyalurkan langsung zakat yang mereka keluarkan kepada orang yang ‘dianggap’ membutuhkan. Hal ini justru menimbulkan masalah yang lebih fatal, yakni zakat hanya menjadi ikan bukan kail. Penyaluran yang dilakukan secara pribadi cenderung tidak memiliki akses yang kuat untuk memantau penggunaan zakat yang mereka berikan, apakah akan digunakan langsung atau untuk modal usaha. Akan lain halnya bila disalurkan melalu lembaga penyalur zakat yang memang fokus menangani penyaluran zakat.
Ketiga, dari ketidakprofesionalan amil zakat justru bisa menghambat fungsi zakat untuk mengentaskan kemiskinan. Ini tentu saja malah menjadi kontradiksi dari fungsi zakat itu sendiri. Akibat yang paling fatal adalah bila akhirnya umat Islam menjadi tidak percaya pada sistem Islam (dalam hal ini pengelolaan harta) sebagai sistem hidup mereka.

Berdasarkan paparan di atas, maka dalam makalah  ini penulis akan menguraikan tafsir tentang prinsip pengelolaan zakat yang bertumpu pada ayat QS; al-Taubah ayat 103. Bukan hanya itu, karena minimnya informasi berkaitan dengan pengelolaan zakat yang terekam dalam al-Qur’an, maka tidak menutup kemungkinan, dalam kajian ini akan diulas tentang hadis dan riwayat-riwayat atau pendapat sahabat dan tabiin yang berbicara tentang pengelolaan zakat dalam perspektif penafsiran mereka masing-masing yang terinspirasi dari QS: al-Taubah ayat 103 ini. 

Metodologi Tafsir Dan Kerangka Teori 

1. Metode Tafsir 

Kata “metode” berasal dari bahasa Yunani “methodos”, yang berarti cara atau jalan.
 Dalam bahasa Inggris, kata itu ditulis “method”, dan bahasa Arab menerjemahkannya dengan thariqat dan manhaj. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, kata tersebut mengandung arti: “cara yang teratur dan berpkir baik-baik untuk mencapai maksud [dalam ilmu pengetahuan dan sebagainya]; cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan sesuatu kegiatan guna mencapai suatu tujuan yang ditentukan.
 

Metode digunakan untuk berbagai objek, baik berhubungan dengan suatu pembahasan suatu masalah, berhubungan dengan pemikiran, maupun penalaran akal, atau pekerjaan fisikpun tidak terlepas dari suatu metode. Dengan demikian metode merupakan salah satu sarana untuk mencapai suatu tujuan yang telah direncanakan. “Dalam kaitan ini, studi tafsir al-Qur’an tidak lepas dari metode, yakni suatu cara yang teratur dan terpikir baik-baik untuk mencapai pemahaman yang benar tentang apa yang dimaksudkan Allah di dalam ayat-ayat al-Qur’an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw.
 Metode tafsir Qur’an berisi seperangkat kaidah atau aturan yang harus diindahkan ketika menafsirkan ayat-ayat al-Qur’an. Maka, apabila seseorang menafsirkan ayat Qur’an tanpa menggunakan metode, tentu tidak mustahil ia akan keliru dalam penafsirannya. Tafsir serupa ini disebut tafsir bi al-ra’y al-mahdh [tafsir berdasarkan pikiran].

Ada dua istilah yang sering digunakan yaitu: metodologi tafsir dan metode tafsir. Kita dapat membedakan antara dua istilah tersebut, yakni: “metode tafsir, yaitu cara-cara yang digunakan untuk menafsirkan al-Qur’an, sedangkan metodologi tafsir yaitu ilmu tentang cara tersebut. Katakan saja, pembahasan teoritis dan ilmiah mengenai metode muqarin [perbadingan], misalnya disebut analisis metodologis, sedangkan jika pembahasan itu berkaitan dengan cara penerapan metode terhadap ayat-ayat al-Qur’an, disebut pembahasan metodik. Sedangkan cara menyajikan atau memformulasikan tafsir tersebut dinamakan teknik atau seni penafisran”. Maka metode tafsir merupakan kerangka atau kaidah yang digunakan dalam menafsirkan ayat-ayat al-qur’an dan seni atau teknik ialah cara yang dipakai ketika menerapkan kaidah yang telah tertuang di dalam metode, sedangkan metodologi tafsir ialah pembahasan ilmiah tentang metode-metode penafsiran al-Qur’an.
 

Di dalam penafsiran al-Qur’an ada beberapa kosa kata Arab yang terkait dengan metode penafsiran, seperti: manhaj, thariqah, ittijah, mazhab, dan allaunu. Dalam al-Munawwir, Kamus Arab-Indonesia,
 kata thariqah dan manhaj mempunyai pengertian yang sama yaitu metode, sedangkan kata ittijah berarti arah, kecenderungan, orientasi, kata mazhab bermakna aliran, dan kata laun bermakna corak, warna dalam penafsiran ayat-ayat al-Qur’an yang digunakan oleh para mufassir. Sebagai contoh: manhaj dan thariqah adalah digunakan dalam metode tahlili, muqarin, ijmali dan mawdlu’i. 

Sedangkan ittijah yang berarti arah atau kecenderungan dan madzhab yang bermakna aliran. Artinya, usaha seorang mufassir dalam menafsirkan ayat ayat al-Qur’an mempunyai kecenderungan atau aliran tertentu, misalnya saja seorang ahli fiqih cenderung menafsirkan ayat Qur’an ke arah fiqih dan seorang filosof menafsirkan Qur’an ke arah fisafat,
 dan seterusnya. 

Allaunu yang bermakna corak atau warna, yaitu corak penafsiran ayat-ayat al-Qur’an. Seorang mufassir dalam menafsirkan al-Qur’an tentu akan menggunakan corak atau warna tertentu dari penafsiran itu sendiri, misalnya seorang filosof dalam menafsirkan suatu ayat al-Qur’an tentu banyak dipengaruhi oleh corak atau warna menafsirkan dengan menggunakan rasio. Seorang sufi akan menafsirkan ayat al-Qur’an dengan corak tasawuf. 

Jadi dapat dikatakan bahwa, argumen-argumen seorang mufassir yang digunakan dalam menafsirkan al-Qur’an mengandung corak atau warna tertentu, sehingga seorang mufassir akan menentukan corak atau warna tafsirnya. Secara garis besar penafsiran al-Qur’an dilakukan melalui empat cara atau metode, yaitu: [1] metode ijmali [global], [2] metode tahlili [analitis], [3] metode muqarin [perbandingan], dan [4] metode maudhu’I [tematik].
 

Sedangkan yang digunakan dalam kajian ini adalah tafsir tahlili (analitis) pada QS: al-Taubah ayat 103 dengan menggunakan pendekatan fiqhi dan adab ijtima’I (sosial kemasyarakatan).

2. Pengertian Zakat, Infaq dan Shadaqah 

a. Zakat 

Dalam al-Mu’jam al-Wasith ditinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu al-barakatu ‘keberkahan’, al-namaa ‘pertumbuhan dan perkembangan’, ath-thaharatu ‘kesucian’, dan ash-shalatu ‘keberesan’. Sedangkan secara istilah zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT wajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.
  

Lebih lanjut Hafidhuddin mengatakan hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dan dengan pengertian menurut istilah, sangat nyata dan erat sekali, bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, suci dan beres (baik). Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam surat At-Taubah: 103 dan surat Ar-Ruum: 39.
 

Kata zakat dan derivasinya dalam Al-Quran Al-Karim disebut pada 27 tempat, di antaranya dalam Surat Maryam: 31 dan Al-Baqarah: 43. Dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah, sebelum Allah membahas tentang haramnya riba’ (ayat ke 275-279), Allah membahas terlebih dahulu tentang masalah ZIS (Zakat, Infaq, dan Shadaqah),  yaitu dari ayat 261-274. Riba’ dan zakat adalah sesuatu yang sangat berseberangan dan kontradiktif. Riba’ adalah sesuatu yang tidak akan berkembang dan tidak akan memiliki berkah, sedangkan ZIS adalah sesuatu yang akan berkembang dan memberikan berkah. Didampingkannya ayat ZIS dengan riba’ adalah bahwa ZIS bisa membawa umat manusia keluar dari masalah ekonomi seperti kemiskinan. Sedangkan riba’ adalah  penyebab kemiskinan. Sebagaimana dalam Asbabun Nuzul ayat tentang pengharaman riba’ diketahui bahwa hal itu adalah untuk menghentikan praktik riba’ yang bisa memiskinkan orang. 

Asal zakat itu adalah tumbuh/berkembang yang dihasilkan dari barakah Allah. Zakat adalah untuk apa-apa yang dikeluarkan sebagai hak Allah  untuk orang faqir. Dinamakan zakat karena mengharap barakah atau mensucikan jiwa, yaitu tumbuh dengan baik dan berkah atau kedua-keduanya karena kebaikan dan berkah ada pada keduanya. Dengan bersih dan sucinya jiwa orang menjadi layak di dunia disifati dengan sifat-sifat terpuji, sedangkan di akhirat ganjaran dan balasan telah menanti.
Syarat zakat adalah Islam. Maka tidak wajib zakat untuk selain orang Islam, karena ini menyangkut ibadah. Zakat sendiri berkaitan erat dengan nishab yang berarti bahwa harta tidak wajib padanya zakat kecuali apabila telah mencapai batas yang ditentukan. Bata s yang ditentukan ini dinamakan nishab, dan batasnya berbeda tergantung harta. Selain itu tidak disyaratkan baligh dan berakal untuk wajib zakat, karena zakat adalah ibadah yang terletak pada harta.
b. Infaq 

Infaq (الإنفاق) menurut bahasa berarti melaksanakan dan membelanjakan, infak menurut istilah menyerahkan harta dan yang lainnya untuk kebaikan, sedangkan al-Nafaqah (النفقة) adalah apa yang diinfakkan berupa dirham dan yang lainnya. 

Kata nafaqa (نفق  ) dan derivasinya dalam al-Quran al-Karim disebut pada 73 tempat. Mereka mengatakan setiap kata infāq dalam al-Quran berarti shadaqah,, kecuali dalam QS al-Mumtahanah: 11. Dalam al-Quran ditemukan ayat-ayat tentang memberikan infaq dengan arti yang umum mencakup investasi, konsumtif, dan derma. Contohnya QS al-Baqarah: 272, QS al-Kahfi: 42, QS al-Baqarah: 262. dan QS al-Furqan: 67.

Infaq dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah, apakah ia disaat lapang maupun sempit. Jika zakat harus diberikan pada mustahik tertentu (8 asnaf) maka infaq boleh diberikan kepada siapapun juga, misalkan untuk kedua orang tua, anak yatim, anak asuh dan sebagainya. 

Berdasarkan hukumnya infaq dikategorikan menjadi 2 bagian yaitu Infaq wajib dan sunnah. Infaq wajib diantaranya zakat, kafarat, nadzar, dan lain-lain. Sedang Infaq sunnah diantaranya, seperti infaq kepada fakir miskin, sesama muslim, infaq bencana alam, infaq kemanusiaan, dan lain-lain.
c. Shadaqah 

Shadaqah adalah apa yang dikeluarkan oleh sesorang dari hartanya untuk mendekatkan diri, seperti zakat. Akan tetapi shadaqah pada asalnya adalah untuk sesuatu yang disunnahkan, sedangkan zakat adalah wajib. Kadang dinamakan yang wajib (zakat) dengan shadaqah apabila pelakunya terbiasa jujur dalam mengerjakannya, seperti dalam QS al-Taubah: 103 dan QS al-Taubah: 60.

Kata nafaqa al-syaiu (نفق الشيء) artinya habis, sedangkan kata nafaqa al-ba’iu nifaqan ( نفق البيع نفاقا) benar-benar dagangannya laris, Infaq itu kadang juga pada harta dan juga pada yang lainnya. Infaq bisa wajib dan bisa juga sunnah. Terdapat dalam firman Allah SWT yakni QS al-Baqarah: 195, QS al-Baqarah: 254, QS Ali ‘Imran: 192, QS Saba: 39, dan QS al-Hadid: 10.

Orang yang suka bersedekah merupakan wujud dari bentuk kebenaran keimannya kepada sang Khaliq. Menurut terminologi syariat, pengertian sedekah sama dengan pengertian infaq, termasuk juga hukum dan ketentuan-ketentuannya. Hanya saja, jika infaq berkaitan dengan materi, sedekah memiliki arti lebih luas, menyangkut hal yang bersifat non materiil. Adapun shadaqah maknanya lebih luas dari zakat dan infak. Shadaqah dapat bermakna infak, zakat dan kebaikan non materi.
Zakat hukumnya wajib sedangkan infaq hukumnya sunnah, zakat ditentukan nisabnya sedangkan infaq tidak memiliki batas, zakat ditentukan siapa saja yang berhak menerimanya sedangkan infaq boleh diberikan kepada siapa saja. Infaq ada yang wajib ada juga yang sunnah. Infaq yang wajib diantaranya zakat, kafarat, nazar, dan lain-lain. Infaq sunah diantaranya, infaq kepada para fakir miskin, sesama muslim, infaq bencana alam, infaq kemanusiaan, dan lain-lain.

Surat al-Taubah Ayat 103 dan Makna Kosa Kata 

1. QS al-Taubah ayat 103: 

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (١٠٣)
Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. 

2. Makna Mufradat  

a. Kata خُذْ adalah bentuk fiil amar (printah), dari kata kerja أخذ yang mulanya memiliki arti mengambil atau memperoleh.
 Kata akhadza, selain bermkna mengambil, dalam Bahasa Indonesia juga dapat diartikan menghukum, merintangi dan mengikuti jejaknya, dengan catatan tergantung pada lafazd muta’addi yang mendampinginya. Adapun yang menjadi audiensi atau khitab dan mendapat amanat untuk melakukan perintah tersebut pada mulanya adalah nabi Muhammad SAW.
 Dalam artian, seakan-akan yang menerima perintah untuk melaksanakan perintah ini hanya nabi saja diawal turunnya ayat ini. Alasan inilah yang menyebabkan sebagian orang, ketika nabi Muhammad SAW wafat, enggan membayar zakat. Mereka beranggapan, bahwa penyerahan zakat itu hanya kepada nabi, tidak pada pengganti nabi atau imam yang menjadi penguasa pemrintahan setelah nabi meninggal dunia.  

b. Kata أَمْوَالِهِمْ adalah bentuk jamak (plural) dari lafazd المال (al-maal) yang secara bahasa bermakna harta benda atau barang perdangan dalam bahasa Indonesia.
 Sebagian ulama’ berpendapat, bahwa kata amwal yang dimaksud dalam ayat ini adalah harta sebagian orang yang telah diterima taubatnya, mereka ini mendatangi nabi SAW dan berkata: “wahai nabi, ini adalah harta kami, ambillah! Sebagai shadaqah dari kami”, akan tetapi nabi Muhammad SAW enggan untuk menggambilnya, karena tidak diperintah oleh Allah SWT untuk mengambil harta tersebut, maka turunlah ayat 103 QS al-Taubah ini. Baru nabi SAW mengambil sebagian hartanya, al-Alusy (w.1270 H) mengatakan, yang diambil oleh nabi adalah sepertiga dari harta mereka.
 

Al-Sya’rawi sebagaimana dikutip dalam al-Misbah, berpendapat bahwa penisbatan harta kepada mereka (أَمْوَالِهِمْ) amwalihim/harta mereka sebagai bertujuan memberi rasa tenang kepada pemilik harta, tetapi, menurutnya tujuan penenangan itu adalah agar setiap orang giat mencari harta, karena jika seandainya apa yang dimiliki seseorang dari hasil usahanya hanya terbatas pada apa yang dibutuhkannya, maka ketika itu tidak akan lahir dorongan untuk melibatgandakan upaya guna memperoleh harta melebihi kebutuhan, dan ini pada gilirannya menjadikan mereka malas, sehingga orang yang benar-benar tidak mampu bekerja tidak akan memperoleh kebutuhan mereka, Allah mendorong manusia untuk giat bekerja, sambil menenangkan mereka meraka bahwa hasil usaha mereka adalah milik mereka, walupun melebihi kebutuhan, selanjutnya menganjurkan siapa yang memiliki kelebihan dari kebutuhannya untuk memberi yang tidak mampu bekerja. 

c. Kata صَدَقَةً dalam konteks ini, ada sebagian ulama’ yang memaknai shodaqah kaffarat atas perbuatan dosa mereka –sebagaimana telah disebutkan dalam suku kata sebelum ini–, yakni orang-orang yang telah mengakui dosa dan kesalahan yang telah mereka perbuat (ayat 102). Namun, ada juga sebagian ulama’ yang mengatakan, bahwa shodaqah yang termaksud dalam ayat ini adalah shodaqah al-mafrudhoh (zakat).
 

d. Kata تُزَكِّيهِمْ (tuzakkihim) terambil dari kata (زكاة) zakat dan (تزكية) tazkiyyah yang dapat berarti suci dan dapat juga bermkna berkembang. Sementara ulama’ memahami kata (تُطَهِّرُهُمْ) tuthahhiruhum dalam arti membersihkan dosa mereka dan kata (تُزَكِّيهِمْ) tuzakkihim, adalah menghiasi jiwa mereka dengan aneka kebijakan, dan atau mengembangkan harta mereka. Susunan kedua kata itu mengisyaratkan, bahwa membersihkan diri dari dosa – atau yang diistilahkan dengan (التخلية) al-takhalliyah harus mendahului upaya menghiasi diri – atau (التحلية) al-Tahliyah. Al-Sya’rawi memahami, kata tuthahhiruhum dan tuzakkihim mencakup semua unsur yang terlibat dalam sedekah/zakat, yakni harta, pemberi, dan penerimanya.
 

e. Kata وَصَلِّ (shalli) adalah bentuk fiil amar (perintah) yang diambil dari akar kata shalla – yushalli – tashliyyan (صلّ – يصلّى - تصليا) dengan makna Bahasa Indonesia antara lain: rahmat, do’a dan ampunan dll.  Menurut Jalaludin al-Suyuthi, arti wa shalli adalah perintah kepada Nabi SAW untuk meminta ampunkan (istighfar) atas orang-orang yang telah berbuat dosa.   Dalam perspektif syara’ 

f. Kata: سَكَنٌ artinya adalah ketenangan, nyaman atau kedamaian. Dapat diandaikan, bahwa do’a atau bentuk istighfar (permohonan maaf) nabi SAW atas orang-orang yang telah berbuat dosa yang bertobat, akan menyebabkan ketenangan, nyaman dan kedamaian kepada mereka. 

3. Sebab Nuzul QS: al-Taubah ayat 103

Menurut riwayat Ibn Jarir al-Thabari, bahwa Abu Lubabah dan kawan-kawannya yang mengikatkan diri di tiang-tiang masjid datang kepada Rasulullah SAW seraya berkata: "Ya Rasulullah, inilah harta benda kami yang merintangi kami untuk turut berperang. Ambillah harta itu dan bagi-bagikanlah, serta mohonkanlah ampun untuk kami atas kesalahan kami." Rasulullah menjawab: "Aku belum diperintahkan untuk menerima hartamu itu." Maka turunlah ayat ini.
 Perintah Allah SWT pada permulaan ayat ini ditujukan kepada Rasul-Nya, yaitu agar Rasulullah saw mengambil sebagian dari harta benda mereka itu sebagai sedekah atau zakat untuk menjadi bukti tentang benarnya tobat mereka, karena sedekah atau zakat tersebut akan membersihkan diri mereka dari dosa yang timbul karena mangkirnya mereka dari peperangan dan untuk menyucikan dari mereka dari sifat "cinta harta" yang mendorong mereka untuk mangkir dari peperangan itu. Selain itu sedekah atau zakat tersebut akan membersihkan diri mereka pula dari semua sifat-sifat jelek yang timbul karena harta benda, seperti kikir, tamak, dengki, dan sebagainya.
Di samping itu juga dapat dikatakan, bahwa penunaian zakat adalah juga membersihkan harta benda yang tinggal sebab pada harta benda seseorang ada hak orang lain, yaitu orang-orang yang oleh agama Islam telah ditentukan sebagai orang-orang yang berhak menerima zakat. Selama zakat itu belum dibayarkan oleh pemilik harta tersebut, maka selama itu pula harta bendanya tetap bercampur dengan hak orang lain yang haram untuk dimakannya. Akan tetapi, bila ia mengeluarkan zakat dari hartanya itu, maka bersihlah harta tersebut dari hak orang lain. 
Juga terkandung suatu pengertian, bahwa menunaikan zakat itu akan menyebabkan timbulnya keberkatan pada harta yang masih tinggal, sehingga ia tumbuh dan berkembang biak. Sebaliknya bila zakat itu tidak dikeluarkan, maka harta benda seseorang tidak akan memperoleh keberkatan dan tidak akan berkembang biak dengan baik, bahkan kemungkinan akan ditimpa malapetaka dan menyusut sehingga lenyap sama sekali dari tangan pemiliknya sebagai hukuman Allah SWT terhadap pemiliknya. 

Perlu diketahui, bahwa walaupun perintah Allah swt. dalam ayat ini pada lahirnya ditujukan kepada Rasul-Nya dan turunnya ayat ini ialah berkenaan dengan peristiwa Abu Lubabah dan kawan-kawannya namun ia juga berlaku terhadap semua pemimpin atau penguasa dalam setiap masyarakat kaum Muslimin untuk melaksanakan perintah Allah dalam masalah zakat ini, yaitu untuk menunggu zakat tersebut dari orang-orang Islam yang wajib berzakat dan kemudian membagi-bagikan zakat itu kepada yang berhak menerimanya. Dengan demikian, maka zakat akan dapat memenuhi fungsinya sebagai sarana yang efektif untuk membina kesejahteraan masyarakat. 
Selanjutnya dalam ayat ini Allah SWT memerintahkan kepada Rasul-Nya dan juga kepada setiap pemimpin dan penguasa dalam masyarakat agar setelah melakukan pemungutan dan pembagian zakat itu, mereka berdoa kepada Allah bagi keselamatan dan kebahagiaan pembayar zakat karena doa tersebut akan menenangkan jiwa mereka, dan akan menenteramkan hati mereka, serta menimbulkan kepercayaan dalam hati mereka bahwa Allah SWT benar-benar telah menerima tobat mereka.
 Pada akhir ayat ini diterangkan bahwa Allah SWT Maha Mendengar setiap ucapan hamba-Nya, antara lain ucapan pengakuan dosa serta ucapan doa. Dan Allah Maha Mengetahui semua yang tersimpan dalam hati sanubari hamba-Nya antara lain ialah rasa penyesalan dan kegelisahan yang timbul karena kesadaran atas kesalahan yang telah diperbuatnya.
4. Munasabah dengan ayat yang lain

Korelasi ayat 103 dengan ayat yang berada disampingnya menurut sebagaian ulama’ adalah, bahwa kata ganti yang terdapat dalam amwalihim (أَمْوَالِهِمْ) ini kembali kepada kepada mereka yang telah mengakui kesalahan dan dosa yang telah diperbuat (الذين اعترفوا بذنوبهم). Akan tetapi ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa ayat 103 ini adalah permulaan kalam.
  Perdebatan sengit tentang ini juga tercover dalam Mafatih al-Ghaib karya Fahruddin al-Razi. 

Dapat dikatakan pula, bahwa mereka yang mengakui dosanya sewajarnya dibersihkan dari noda, dan karena sebab utama ketidak ikutan mereka ke medan juang adalah ingin bersenang-senang dengan harta yang mereka atau disebabkan karena hartalah yang menghalangi mereka berangkat, maka ayat ini memberi tuntunan tentang cara membersihkan diri, dan untuk itu Allah SWT memerintahkan Nabi SAW mengambil harta mereka untuk disedekahkan kepada yang berhak. Demikian lebih kurang Thahir bin Asyur menghubungkan ayat ini dengan sebelumnya.
 

Dapat juga dikatakan, bahwa ayat yang lalu berbicara tentang sekelompok orang yang imannya masih lemah, yang mencampurbaurkan amal baik dan buruk dalam kegiatannya. Mereka diharapkan dapat diampuni Allah. Salah satu cara pengampunannya adalah melalui sedekah dan pembayaran zakat. Karena itu, disini nabi Muhammad SAW diperintah; Ambillah atas nama Allah sedekah, yakni harta berupa zakat dan sedekah yang hendaknya mereka serahkan dengan penuh ketulusan dan kesungguhan hati, dari sebagian harta mereka, bukan seluruhnya, bukan pula sebagian besar, dan juga tidak yang terbaik; dengannya, yakni dengan harta yang engkau ambil itu engkau ambil itu engkau membersihkan harta dan jiwa mereka dan menyucikan jiwa lagi mengembangkan harta mereka, dan berdoalah untuk mereka guna menunjukkan restumu terhadap mereka dan memohonkan keselamatan dan kesejahtraan bagi mereka. Sesungguhnya doamu itu adalah sesuatu yang menjadi ketentraman jiwa bagi mereka yang selama ini gelisah dan takut akibat dosa-dosa yang mereka lakukan. Dan sampaikanlah kepada mereka bahwa Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
 

Selanjutnya pada ayat 104, mereka didorong untuk bertaubat baik setelah meninggalkan amal-amal buruk dan agar selalu berperasangka baik kepada Allah dengan menyatakan Tidaklah mereka yang mencampuadukkan kebaikan dan keburukan itu mengetahui, bahwa Allah menerima taubat dari hamba-hambanya, yakni memberi mereka pengampunan, dan sebagai imbalannya dia mengambil sedekah-sedekah yakni zakat dan sedekah dari mereka, dan tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.
 

Sekali lagi menurut M. Quraish Shihab (2002), walaupun ayat ini dalam konteks uraian tentang Abu Lubabah dan rekan-rekannya, namun ia berlaku umum.
 Demikian juga walaupun redaksi ayat ini tertuju kepada Rasululllah, namun ia pun bersifat umum, yakni perintah ini ditunjukkan kepada siapa pun yang menjadi penguasa. Karena itu, ketika sekelompok orang pada masa Sayyidina Abu Bakar enggan membayar zakat dengan dalih bahwa perintah ini hanya ditujukan kepada Rasulullah, dan bukan kepada selain beliau, Sayyidina Abu Bakar menolak dalih tersebut, dan ketika mereka berkeras enggan membayar zakat, beliau memerangi kelompok pembangkang itu. 

Lebih lanjut M. Quraish Shihab mengatakan; beberapa ulama’ memahami perintah ayat ini sebagai perintah wajib atas penguasa untuk memungut zakat. Tetapi, mayoritas ulama’ memahaminya sebagaai perintah sunnah.  

Diskusi Ulama’ Tentang QS al-Taubah Ayat 103 

Ahmad Mustafa al-Maraghi memahami, bahwa teks ayat 103 surat al-Taubah walaupun sebabnya khusus (yakni berkiatan nabi dan Abu Lubabah dkk), akan tetapi dapat diterapkan untuk umum, dalam konteks (penguasa) manapun,
 untuk mengelola kebijakan terkait pendayagunaan zakat, agar dapat dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat. Lebih lanjut dia mengatakan, maka dianggap wajar ketika Abu Bakar (saat jadi khalifah) dan beberapa sahabat memerangi orang Arab yang dengan keras kepala enggan membayar zakat, sampai akhirnya mereka semua mau untuk membayar zakat lagi sebagaimana itu terjadi pada zaman nabi masih hidup. 

Mengemonetari ayat 103 ini Wahbah al-Zuhaili berpendapat, bahwa kata ganti yang ada pada amwalihim tersebut adalah berlaku untuk semua umat, walaupun pada awalnya, konteks ayat ini berhubungan dengan Abu Lubabah dkk. Selain itu, Wahbah al-Zuhaili juga mengatakan, bahwa yang disuruh mengambil atau mengelola zakat adalah nabi Muhammad SAW dan orang-orang yang mengganti dia pasca wafatnya nabi.
 

Dapat dimengerti bahwa, ketika menerima perintah untuk mengambil harta zakat tersebut, nabi berkapasitas sebagai seorang penguasa atau pemimpin yang diberi kewenangan untuk mengelola berbagai sector yang ada pada rakyaknya, termasuk juga sector perekonomian yang diperuntukkan kesejahtraan umat. Zakat dalam konteks Islam saat itu, diangankan sebagai salah satu alternative sumber perekonomian pemerintahan, selain sector-sektor lain yang juga diterapkan oleh nabi Muhammad, seperti jizyah, fa’i, ghonimah dan lain sebagainya. 

Dalam keterangan yang lain, Wahbah al-Zuhaili berkesimpulan tentang ayat 103 surat al-Taubah tersebut, bahwa diantara kesimpulan yang dapat diambil dari ayat ini salah satunya adalah; tentang kewajiban mengambil sedekah,
 kewenangan ini, menurut pemahaman penulis, tentunya diberikan kepada orang-orang yang memiliki otoritas dalam kebijakan di suatu Negara. 

Namun demikian, penggunaan Negara sebagai institusi yang dapat mengelola zakat secara massif, bukan mulus tanpa hambatan. Ada beberapa tanggapan dan bahkan komentar miring mengenahi nomenklatur yang pernah diprkatekkan di zaman Nabi dan beberapa khalifah empat ini. Diantara ketegangan tersebut tercover dalam penjelasan kitab al-Amwal karya Abu Ubaid Qasim bin Salam (234 H);
 

1. Pendapat yang membolehkan dan bahkan menganjurkan pengelolaan zakat oleh Negara, antara lain berdasarkan argumentasi berikut ini; pertama, zakat pada zaman awal Islam diserahkan kepada Rasulullah atau kepada orang yang dipercayakan Rasulullah untuk mengelolanya (yang dimaksud orang yang dipercayakan Rasulullah untuk mengelola zakat adalah amil/amilin); kedua, pada zaman kekhalifahan Abu Bakar bahwa zakat diserahkan kepada Abu Bakar atau kepada orang yang dipercaya untuk mengelolanya; ketiga, zakat diserahkan kepada khalifah Umar pada zaman kekhalifahannya atau kepada orang yang telah dilantik untuk mengelolanya; dan keempat, zakat diserahkan kepada Utsman pada zaman kekhalifahannya atau kepada orang yang telah diresmikan untuk mengelolanya.
 
Ketika Utsman terbunuh, ulama berbeda pendapat sehingga berbeda dalam menyerahkan zakat. Di antara mereka ada yang masih menyerahkan zakat kepada para penguasa, dan ada juga di antara mereka yang membagikan zakat secara langsung, tanpa diserahkan kepada penguasa. Di antara orang yang masih menyerahkan zakat kepada penguasa adalah Ibnu Umar.

Ibnu Sirin menjelaskan bahwa apabila seseorang membagi zakat hartanya sendiri (tanpa memalui khalifah/amil), hendaklah dia bertakwa kepada Allah; janganlah mencela suatu kaum dengan cara apa pun; karena celaan itu dikhawatirkan akan menjadi pemicu lahirnya musibah yang sama atau lebih buruk dari tragedi yang telah terjadi. Sedangkan ulama lain, Ayub, menjelaskan bahwa akhir sirah tersebut adalah bahwa siapa saia yang membagikan zakat hartanya secara langsung, hendaklah ia bertakwa kepada Allah dan janganlah dia menutup-nutupi harta yang semestinya dikeluarkan zakatnya. Dengan demikian, aspek kejujuran dalam menghitung sendiri akan harta yang dizakati merupakan aspek yang sangat penting.
 

Sirah yang diriwayatkan Ibn Sirin juga mendapat penguatan dari praktek penyerahan zakat yang dilakukan oleh sahabat-shabat Nabi Saw yang lain, di antaranya Ummi Alqamah menjelaskan bahwa Aisyah Radhiyallah ‘anha menyerahkan pembayaran zakat hartanya kepada pemimpin/khalifah.
 

Ulama kontemporer banyak mempertanyakan mengenai kualitas ketaatan umat kepada pemimpin yang melakukan penyimpangan (baca: tidak adil). Perdebatan ini berdampak juga terhadap pertanyaan: apakah zakat harta boleh diserahkan kepada khalifah/pemerintah yang melakukan penyimpangan? Suhail bin Abu Saleh meriwayatkan dari ayahnya mengenai jawaban atas pertanyaan tersebut. Suhail bin Abu Saleh dari ayahnya, ia berkata, "saya pernah bertanya kepada Sa'ad bin Abi Waqqash, Abu Hurairah, Abu Sa'id al-Khudri, dan Ibnu Umar. Lalu saya katakan kepada mereka, ”sesungguhnya penguasa ini telah melakukan seperti apa yang telan kalian saksikan. Apakah saya harus menyerahkan zakat kepada mereka?” Seluruh sahabat itu menjawab, “Serahkan zakat hartamu kepada mereka!”
 

Ibnu 'Aun berkata, "Saya pernah bertanya kepada Mujahid mengenai zakat. Lalu ia berkata, “Abdullah bin 'Ubaid bin 'Umair berkata ketika dia sedang bertawaf bersama-sama kami, “sesungguhnya ada seorang lelaki pernah mendatangi Ibnu Umar membawa zakat hartanya. Lelaki itu berkata, “Wahai Abu Abdurrahman, ini adalah zakat hartaku. Lalu kemanakah saya harus menyerahkan dan meletakkan zakat hartaku ini?” Ibnu Umar menjawab, “serahkanlah zakat harta itu kepada orang yang telah engkau bai'at untuk menjadi penguasa.'" Ibnu 'Aun telah menepukkan salah satu tangannya dengan lainnya. 'Ubaid bin 'Umair berkata sambil mengangkat kepalanya, "Saya tidak akan membagikan zakat harta ini." Ibnu Umar berkata, "serahkan zakat harta itu kepada sultan/penguasa!” Lalu Ubaid bin 'Umair berkata, "tidak. Akan tetapi letakkanlah ia sebagaimana Allah telah memerintahkan kepadamu!"
 

2. Pendapat yang tidak mengharuskan pengelolaan zakat oleh Negara antara lain berdasarkan argumentasi dibawah ini: Pertama, Usamah bin Zaid dari ibunya yang berkata, “ayahmu pernah bertanya kepada Abu Hurairah tentang zakat? Lalu ia berkata, “apabila aku tidak memungut pajak dari mereka, niscaya aku tidak akan memberikan sesuatu sama sekali kepada mereka. Oleh sebab itu, janganlah engkau memberikan sesuatu kepada mereka!”

Abu Hurairah pernah berjumpa dengan seorang lelaki yang membawa zakat hartanya dan ia ingin menghadap pemimpin. Abu Hurairah berkata. "apa yang engkau bawa ini?" Orang itu menjawab, "ini adalah zakat hartaku. Aku akan menyerahkannya kepada pemimpin." Abu Hurairah bertanya, "apakah namamu ada di dalam diwan?" Lelaki itu menjawab, "tidak ada." Abu Hurairah lalu berkata, “jika demikian, maka janganlah engkau jangan sekali-kali meyerahkannya kepada mereka!"

Ibnu Juraij berkata, “pada saat itu, Atha’ telah memberitahukan kepadaku yang substansinya bahwa ia telah menerima keterangan dari Ali mengenai adanya seseorang yang datang dan menghadap dia sambil membawa zakat hartanya. Lelaki itu berkata, “apakah engkau masih tetap mengambil jizyah kami?' Ali menjawab, “tidak.” Ali berkata lagi, “pergilah engkau; sebab aku tidak lagi memungut sesuatu darimu; kami juga tidak lagi mengumpulkan kekayaan atasmu, dengan syarat kami tidak lagi memberikan sesuatu kepadamu dan kami juga tidak memungut sesuatu darimu.”

Penulis sendiri berpendapat, bahwa perbedaan dua kubu ini tidak akan pernah selesai. Hal itu mengharuskan setiap priode umat manusia yang hadir setelah generasi tersebut bersikap dengan nyata dan kongkrit dalam berfikir dan selanjutnya mengimplementasikan dalam agenda kerja yang kongkrit. Apapun pilihannya, yang menjadi barometer adalah, agar supaya zakat dikelola dengan baik dan professional dalam rangka mewujudkan kesejahtraan masyarakat khususnya di bidang ekonomi dan sosial. Terkait dua kebijakan ini, tentunya peran Negara tidak dapat dianggap remeh bahkan dialpakan, sudah barang tentu keterlibatan Negara dalam mengurus itu, akan menjadikan program tersebut menjadi terstruktur dan sistematis. Tolak ukur inilah yang nantinya berperan dalam mengelola setiap pengelolaan yang di dalamnya melibatkan keuangan publik (public fianance).
Surat al-Taubah Ayat 103 Sebagai Landasan Prinsip Pengelolaan Zakat Oleh Negara

Memang secara garis besar –sebagaimana diperdebatkan ulama’–, bahwa ayat 103 ini lebih banyak menghasilkan pemahaman tentang wajibnya zakat bagi orang kaya raya, untuk kemudian diberikan kepada orang miskin yang membutuhkannya. Lebih dari itu, secara pasti tidak terdapat dalam al-Qur’an petunjuk yang memerintahkan pengurusan atau pengelolaan zakat melalui lembaga amil. Demikian pula tidak ada dalil yang menentukan keharusan pelaksaan zakat oleh muzakki sendiri secara langsung. Meskipun demikian ada beberapa petunjuk dari al-Qur’an maupun hadis nabi yang dapat membawa kita membawa kesimpulan pengorganisasian pengelolaan zakat melalui lembaga amil atau lebih tegasnya melalui institusi negara.
 Hal ini dimaksudkan agar yang dituju dengan syariat zakat lebih berdaya dan berhasil. Petunjuk tersebut diantaranya sebagai berikut; 

1. Adanya perintah Allah  kepada Nabi SAW dalam kapasitas kedudukannya sebagai kepala pemerintah dan kepala Negara, pengelola dan amil yang diperintahkan untuk mengambil zakat dari wajib zakat (muzakki/aghniya’) dan menyampaikannya kepada yang berhak (ashnaf tsamaniyah);

2. Hadis Nabi kepada Muazd bin Jabal waktu diutus ke Yaman menjadi wali, Nabi bersabda; Ambillah zakat bijian dari biji-bijian, zakat kambing dari kambing, zakat sapi dari sapi, zakat unta dari unta. Dalam hadis yang diriwayatkan Abu Dawud ini, menurut dhahirnya Nabi SAW menugaskan kepada Muazd untuk bertindak sebagai pengelola zakat di Yaman; 

Begitu juga hadis riwayat dari Ibnu Abbas, Ra, dia berkata: ketika Nabi SAW, hendak mengutus Mu’adz ke Yaman beliau bersabda:”Sesungguhnya engkau (Mu’adz), akan mengunjungi suatu kaum dari Ahli Kitab (di Yaman). Begitu kamu tiba menjumpai mereka, hendaklah kamu suruh mereka untuk bersyahadat (bersaksi) bahwa tidak ada Tuhan (Yang wajib disembah) selain Allah, dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian jika mereka mentaati seruanmu itu, beritahukan kepada mereka bahwa Allah memfardhukan kamu supaya melakukan shalat lima kali dalam seharisemalam, katanya.Jika mereka juga mentaati seruanmu itu, maka hendaklah kamu kabari bahwa Allah SWT juga mewajibkan zakat kepada mereka untuk kemudian diserahkan (dibagikan) kepada orang-orang fakir yang ada di tengah-tengah mereka....” (HR. Al-Bukhari, Muslim dan An-Nasa’i).
 

3.  Hadis Nabi kepada Muazd, menurut riwayat Jama’ah, nabi bersabda: “sesungguhnya Allah SWT memfardhukan atas mereka shadaqah (zakat) dipungut dari orang-orang kaya dan diserahkan kepada fakir miskin. Dalam hadis ini terlihat kegiatan pengelolaan zakat yaitu memungut dan membagikan zakat yang kedua aktifitas itu dilakukan oleh lembaga Negara yang bernama amil. 

4. Adanya secara jelas dalam al-Qur’an redaksi amilin (lembaga amil), yang dimaknai ulama’ dengan tugas dan fungsi mengelola zakat (QS, al-Taubah: 60). Penafsiran tekstual dalam Surat At-Taubah ayat 60  yang menyebutkan kata “amilina ‘alaiha” sebagai salah satu pihak yang berhak atas bagian zakat, kemudian diterjemahkan sebagai pengurus zakat, yang bertugas mengambil dan menjemput zakat tersebut 

Sumber dana yang besar dan tetap melalui zakat sebagaimana diinginkan, tidak akan mungkin tercapai dan atau tidak akan tepat mengenahi sasaran apabila pelaksanaan zakat diserahkan kepada kemauan para wajib zakat saja. Peranan kekuasan atau organisasi yang mengatur yang mengayomi juga diperlukan, yaitu dengan adanya amylin dan imam yang aktif dalam menjalankan dan mengatur pelaksanaan sistemnya. 

Apabila zakat diserahkan sepenuhnya kepada pribadi-pribadi wajib zakat tanpa campur tangan Negara, maka dapat timbul hal-hal yang negative, antara lain sebagaimana berikut ini; 

1. Wajib zakat yang belum mantap kesadaran beragamanya, atau memiliki sikap mental materialistic yang berlebihan, tidak akan tergugah hati nuraninya untuk menolong sesama yang memerlukan uluran tangannya melalui zakat. 

2. Fakir miskin atau mustahiq lainnya secara psikologis merasa lebih terhormat, dalam artian merasa tidak malu, segan atau tersinggung perasaanya, apabila mereka menerima zakat dari amil Negara dari pada menerima langsung dari wajib zakat. 

3. Distribusi zakat tidak merata kepada mustahiqqin, dan tidak effisien, sehingga tidak tercapai sasaran dan tujuan utama dari zakat. 

4. Zakat merupakan sumber dana yang tetap, serta sangat potensial untuk dapat digunakan sebagai sarana mensejahtrakan masyarakat, akan tetapi akan sulit mencapai tujuan tersebut, manakala diserahkan kepada waajib zakat secara pribadi-pribadi. 

Selain akan muncul hal-hal negative sebagaiman disebutkan diatas, ketika pengelolaan zakat terorganisir dengan baik, maka akan muncul keuntungan-keuntungan berikut ini;
 

1. Menjamin kepastian dan disiplin pembayaran zakat;

2. Menjaga perasaan rendah diri para musthahiq zakat;

3. Untuk mencapai efisiensi dan efektivitas, serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat;

4. Memperlihatkan syi’ar Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintahan yang dijiwai semangat subtansi Islam.

Sebaliknya, apabila zakat diserahkan secara langsung kepada musthahiq adalah sah, namun akan mengabaikan hal-hal tersebut di atas. Di samping itu hikmah dan fungsi zakat untuk mewujudkan kesejahteraan umat akan sulit diwujudkan. 

Kesimpulan 

Dari paparan diatas dapat ditarik kesimpulan, bahwa pada dasarnya pengelolaan zakat adalah sesuatu yang urgen dalam proses pendayagunaan zakat yang nota bene-nya sebagai salah satu pilar distribusi perekonomian di masyarakat. Adapun prinsip esensial yang harus terpenuhi dalam pengelolaan zakat adalah menejerial dan sumber daya pengelola yang professional, efektif, unggul dan dapat menyasar atau mensensus seluruh bentuk-bentuk pendayagunaan zakat, dan sistem seperti ini hanya dapat dilakukan oleh sebuah instansi atau lembaga yang kuat dan dapat mengcover seluruh wilayah basis masyarakat miskin pada suatu Negara. Instansi itu bisa jadi dihandle oleh lembaga Negara secara langsung atau suatu lembaga yang mendapat mandat dan izin dari negera. 
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Lihat, Badruddin al-‘Aini al-Hanafi, ‘Umdat al-Qori fi Syarh Shahih al-Bukhari, � HYPERLINK "http://www.ahlalhdeeth.com" �http://www.ahlalhdeeth.com�. Riwayat lain menyebutkan dari Anas ra, bahwasanya Abu Bakar al-Shiddiq ra,pernah menulis (surat) kepadanya(sewaktu Anas di utus ke Bahrain).Isinya:” ini adalah kewajiban zakat yang difardhukan oleh Rasulullah SAW atas kaum muslimin, dan yang telah diperintahkan Allah kepada Rasulnya (yaitu) pada tiap-tiap dua puluh empat ekor unta dan yang kurang dari padanya ada zakat seekor kambing, pada setiap lima ekor unta-zakatnya-seekor kambing, kemudian jika untanya mencapai 25 sampai 35 ekor, zakatnya satu ekor unta bintu makhadh (anak sapi betina yang usianya memasuki tahun kedua), jika tidak ada, boleh di ganti dengan ibnu labun(anak unta jantan yang umurnya memasuki tahun ketiga). Apabila telah mencapai 36 sampai 40 ekor sapi, maka zakatnya adalah satu hiqqah(unta betina yang umurnya memasuki tahun keempat) yang bisa dinaiki oleh unta jantan..........(HR. Al-Bukhari). Lihat, Saifuddin, Peranan Badan Amil Zakat Berdasarkan Undang - Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Sumatera Utara (Studi Pada Badan Amil Zakat Daerah Sumatera Utara), Tesis (Medan: Program Pascasarjana Universitas Sumatra Utara, 2011), 


� Redaksi hadisnya kurang lebih seperti di bawah ini: 


عن أبى معبد عن أبن عباس عن معاذ قال ابو بكر وربما قال وكيع عن بن عباس ان معاذا قال: انك تأتى قوما من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله الا الله وانى رسول الله فان هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم فإن أطاعوا لذلك فإياك وكرائم اموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب.


Lihat, Yahya bin Syaraf al-Nawawi, Syarh al-Nawawi ‘ala Shahih al-Muslim, (Bairut: Dar Ihya al-Turats al-‘Arabi, 1392 H), 196 – 197. 


� Abdurrahman Qodir, Zakat Dalam Dimesi Mahdah dan Sosial, (Jakarta. RajaGrafindo Persada 1998), 85
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